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Kedaulatan	Petani	Lada	Loeha	Raya
di	Bawah	Bayang-	Bayang	Ekspansi

Pertambangan	Nikel	PT	Vale	Indonesia

Ditulis	oleh:	Zulfaningsih	HS

Sejak dahulu, perkampungan di sebelah 

timur Danau Towuti telah dihuni oleh 

masyarakat yang tak pernah terlepas dari 

berkebun dan mencari hasil hutan, seakan-

akan rotan dan damar adalah napas yang 

mereka hirup setiap hari. Loeha Raya adalah 

sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan 

alam, di mana pertanian lada telah menjadi 

bagian integral dari kehidupan masyarakat 

setempat.

Kini, wilayah yang dulunya merupakan satu 

kesatuan Desa Loeha, yang dikenal dengan 

Loeha Raya, telah terpecah menjadi lima 

desa: Bantilang, Rante Angin, Tokalimbo, 

Masiku, dan Loeha. Perubahan ini bukan 

hanya soal pembagian administratif, tetapi 

juga mencerminkan tantangan yang dihadapi 

masyarakat yang kini tersebar di lima desa 

tersebut. Mereka menggantungkan hidup 

mereka dari bertani, nelayan, dan berkebun, 

namun ironisnya, di tengah eksploitasi 

sumber daya alam yang semakin massif, hasil 

dari usaha keras mereka justru semakin sulit 

dipertahankan.

Sejak tahun 1930, masyarakat Loeha Raya 

telah mengawali tradisi berkebun merica 

yang kemudian menjadi penopang utama 

perekonomian di wilayah ini. Namun, meski 

budidaya merica semakin berkembang pada 

tahun 2000-an dan melibatkan hampir 

seluruh penduduk, ketergantungan pada 

satu komoditas ini membuat mereka rentan 

terhadap �luktuasi harga dan tekanan 

eksternal, baik dari pasar global maupun 

kebijakan pemerintah yang sering kali tidak berpihak pada petani 

kecil. Di balik pembagian wilayah dan perkembangan ekonomi, 

terselip kekhawatiran mendalam bahwa masyarakat yang selama ini 

bergantung pada tanah dan danau mereka akan semakin 

terpinggirkan dalam arus modernisasi dan eksploitasi yang tak 

terelakkan.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, petani lada di Loeha Raya 

terjebak dalam pusaran tantangan yang kian mengancam 

keberlangsungan hidup mereka. Tekanan dari perusahaan tambang 

raksasa seperti PT Vale Indonesia telah menjadikan tanah yang selama 

ini menjadi tumpuan hidup mereka sebagai ajang eksploitasi besar-

besaran, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal demi kepentingan 

ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah dan 

sumber daya alam yang telah diwariskan turun-temurun kini menjadi 

pertarungan yang tak seimbang, dimana petani kecil harus 

berhadapan dengan kekuatan korporasi yang memiliki dukungan 

politik dan modal yang jauh lebih besar. Di saat yang sama, perubahan 

iklim yang semakin ekstrim menambah beban mereka, mengacaukan 

pola tanam dan menghancurkan hasil panen yang menjadi sumber 

penghidupan utama. Situasi ini bukan hanya mengancam ekonomi 

petani lada Loeha Raya, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya 

yang telah terbangun selama berabad-abad, membuat perjuangan 

mereka untuk bertahan hidup menjadi semakin sulit dan penuh 

dengan ketidakpastian.

Sejarah	dan	Peran
Pertanian	Lada	di	Loeha	Raya

Lada (Piper	nigrum	Linn) di Indonesia secara tradisional dibudidayakan oleh petani rakyat dengan 

sistem perkebunan kecil, yang menyumbang 95% dari total produksi. Indonesia pernah menjadi 

penghasil lada terbesar di dunia sebelum Perang Dunia II, tetapi saat ini posisinya telah tergeser 

oleh Vietnam yang mampu menghasilkan dua kali lipat dari produksi Indonesia. (Wahid, 2014). 

Meskipun begitu, ada optimisme yang berkembang bahwa daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan, 

termasuk Loeha Raya, memiliki potensi untuk menjadi sentra produksi lada nasional di masa 

depan. Data dari Pusat Data dan Informasi Pertanian tahun 2022 menunjukkan bahwa Sulawesi 

Selatan menyumbang 7,2% dari total produksi lada nasional, sebuah indikasi bahwa wilayah ini 

memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam peta produksi lada Indonesia.
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Saat ini, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai produsen dan eksportir lada dunia, dengan proyeksi 

surplus lada untuk lima tahun ke depan (2022-2026). Sebagai salah satu komoditi ekspor non-migas, lada 

memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa bagi Indonesia. Namun, perkembangan volume ekspor 

lada Indonesia masih dipengaruhi oleh �luktuasi produksi dan kondisi ekonomi global. Meskipun nilai 

ekspor lada mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dari USD 27,5 juta pada periode 1969-1978 

menjadi rata-rata USD 871,7 juta pada periode 1980-1990, hingga mencapai USD 282,9 juta pada periode 

2010-2021, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga stabilitas produksi dan meningkatkan kualitas 

produk agar tetap kompetitif di pasar internasional (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2022).

Lada (Piper	nigrum) adalah salah satu komoditas utama di Loeha Raya yang telah menjadi bagian integral 

dari kehidupan masyarakat selama beberapa generasi. Tanaman lada tumbuh subur di tanah Loeha Raya, 

yang kaya akan nutrisi dan memiliki iklim yang sangat mendukung pertumbuhan optimal. Kondisi ini 

memungkinkan lada menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat, dengan mayoritas penduduk 

menggantungkan hidupnya pada hasil panen lada. Bagi banyak keluarga, pertanian lada tidak hanya 

memberikan penghidupan tetapi juga warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Di sektor pertanian Kabupaten Luwu Timur, lada menempati posisi strategis bersama dengan kelapa sawit 

dan kakao. Ketiga komoditas ini memiliki nilai produksi yang tinggi dan kontribusi signi�ikan terhadap 

perekonomian daerah. Lada, sebagai salah satu produk unggulan, telah berhasil menembus pasar nasional 

dan memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar internasional. Pada tahun 2021, sektor pertanian di 

Luwu Timur, termasuk lada, memberikan kontribusi sebesar 14,84% terhadap perekonomian daerah, 

menandakan pentingnya sektor ini dalam struktur ekonomi lokal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 menunjukkan bahwa luas panen 

lada mencapai 5.710,38 hektar dengan total produksi 2.908,37 ton. Ini menempatkan lada sebagai salah satu 

komoditas perkebunan utama di wilayah ini, meskipun masih di bawah kakao dan kelapa sawit dalam hal 

luas panen dan volume produksi. Namun, dengan luas panen yang signi�ikan, lada memiliki potensi besar 

untuk berkembang lebih lanjut jika didukung dengan teknologi pertanian yang tepat dan akses ke pasar yang 

lebih luas.

Dihadapkan	pada	Ketidakpastian:
Fluktuasi	Harga,	Perubahan	Iklim,	dan

Ancaman	Pertambangan

Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan yang 

dihadapi oleh para petani lada di Loeha Raya 

semakin kompleks dan mendalam. Salah satu 

masalah utama yang semakin mendesak adalah 

�luktuasi harga lada di pasar internasional. Harga 

yang tidak stabil ini seringkali tidak sebanding 

dengan biaya produksi yang terus meningkat. 

Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi 

bagi para petani, yang tergantung pada pendapatan 

dari hasil panen lada untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Fluktuasi harga yang tidak 

menentu ini juga memaksa petani untuk bertahan 

dalam kondisi ekonomi yang sulit, seringkali tanpa 

adanya jaminan harga minimum yang layak.

Selain tekanan ekonomi dari pasar, perubahan 

iklim telah menambah beban yang signi�ikan bagi 

para petani. Ketidakpastian cuaca, seperti curah 

hujan yang tidak terduga dan musim kemarau yang 

berkepanjangan, berdampak langsung pada 

kualitas dan kuantitas hasil panen. Tanaman lada 

yang sebelumnya tumbuh subur di tanah Loeha 

Raya kini menghadapi ancaman dari perubahan 

pola cuaca yang tidak menentu. Dampak negatif 

perubahan iklim ini mempengaruhi produktivitas 

tanaman lada, sehingga hasil panen menjadi tidak 

menentu dan cenderung menurun. Para petani 

yang sudah berjuang menghadapi �luktuasi harga 

kini harus menghadapi risiko tambahan berupa 

penurunan hasil panen yang tidak dapat diprediksi.

Namun, tantangan yang paling mengancam 

kehidupan petani lada Loeha Raya adalah 

eksplorasi pertambangan oleh PT Vale Indonesia. 

Aktivitas pertambangan yang semakin meluas di 

wilayah ini membawa dampak negatif yang luar 

biasa terhadap lingkungan dan kehidupan 

masyarakat setempat. Eksplorasi dan operasi 

tambang ini mengancam kelangsungan lahan 

pertanian yang selama ini menjadi sumber 

kehidupan utama bagi petani lada. Pencemaran 

tanah dan air akibat aktivitas tambang tidak hanya 

merusak lingkungan, tetapi juga menurunkan 

kualitas tanah pertanian, membuatnya kurang 

produktif dan bahkan tidak layak untuk ditanami.

Selain dampak lingkungan, kehadiran PT Vale 

Indonesia juga menimbulkan kon�lik sosial yang 

mengancam harmoni komunitas lokal. Kon�lik 

antara petani dan perusahaan ini tidak lagi hanya 

sekadar ketegangan biasa—ini adalah perang yang 

tak terelakkan, di mana masyarakat Loeha Raya, 

dengan semangat dan tekad yang tak kenal 

menyerah, berulang kali menggelar aksi protes dan 

demonstrasi yang mengguncang hingga ke akar.

Berdasarkan data WALHI Sulawesi Selatan 2023, Di 

blok Tanamalia, berdiri sekitar 1.700 hektar kebun 

merica, yang setara dengan lautan hijau berisi lebih 

dari 3 juta pohon merica milik petani. Namun, 

seluruh harta karun alam ini kini terancam hancur 

lebur di bawah roda ekskavator dan mesin 

tambang, karena sebagian besar lahan ini telah 

disulap menjadi kawasan konsesi pertambangan 

milik PT Vale. Padahal, petani merica telah 

menikmati manisnya kesejahteraan dari hasil bumi 

mereka, bukan dari emas hitam yang ditawarkan 

tambang nikel. Tanah di blok Tanamalia yang 

menjulang setinggi 350 hingga 570 meter di atas 

permukaan laut, kini tak lebih dari arena eksplorasi 
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yang telah dijajah sejak awal tahun 2022. Bor-bor raksasa merobek perut bumi, mengambil sampel demi 

sampel, dengan jarak antar pengeboran yang semakin rapat, dari 100 meter hingga mencapai titik 

menakutkan 50 meter. Kekhawatiran petani semakin menumpuk, seolah-olah setiap detik mendekatkan 

mereka pada hari di mana tanah mereka akan dirampas sepenuhnya.

Aktivitas perluasan PT Vale Indonesia kini benar-benar tak ubahnya gelombang tsunami yang menggulung 

tanpa henti, menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan telah 

menjadi medan permainan bagi tambang nikel raksasa ini, tepat di saat izin konsesi mereka akan berakhir 

pada tahun 2025. Namun, seperti binatang buas yang tak pernah merasa cukup, PT Vale Indonesia kini 

mengincar wilayah baru, Blok Tanamalia di Kecamatan Towuti, sebagai langkah untuk memperpanjang 

dominasi mereka. Tanpa memperdulikan nasib ribuan petani yang hanya ingin mempertahankan hidup di 

tanah yang telah mereka rawat dan cintai selama berabad-abad, perusahaan ini terus melangkah maju, 

menghancurkan segala yang berada di hadapannya.

Keadaan ini diperparah dengan dukungan dari pemerintah, ketika Menteri Investasi/Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa perubahan kontrak karya 

(KK) PT Vale Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah disetujui. Draft SK 

perubahan ini bahkan telah diserahkan pada 22 Maret 2024, jauh sebelum kontrak karya yang ada berakhir. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas pemerintah, yang tampaknya lebih mementingkan 

kelangsungan operasi perusahaan tambang besar daripada melindungi hak-hak masyarakat lokal yang 

semakin terpinggirkan.

Dengan perluasan yang terus berlangsung, PT Vale Indonesia semakin menegaskan cengkeramannya di 

wilayah ini, mengancam masa depan pertanian lada dan kehidupan petani di Loeha Raya. Jika langkah ini 

tidak segera dihentikan atau setidaknya dikendalikan dengan ketat, maka bukan hanya lahan pertanian yang 

akan hilang, tetapi juga harapan dan masa depan masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada tanah 

mereka.
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Upaya	Para	Petani	dalam
Mempertahankan	Kedaulatannya

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, petani lada Loeha Raya tidak tinggal diam. Mereka terus 

berjuang untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah dan usaha pertanian mereka melalui berbagai 

cara.

Salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh petani lada di Loeha Raya adalah melalui aksi kolektif dan 

advokasi hukum yang intensif. Dalam menghadapi ancaman yang semakin mendalam dari eksplorasi 

tambang, para petani, bersama dengan WALHI Sulawesi Selatan, berbagai NGO, dan organisasi petani, telah 

melakukan berbagai aksi protes dan kampanye untuk menuntut keadilan dan melindungi hak-hak mereka 

atas tanah. Upaya kolektif ini mencerminkan ketahanan dan keberanian masyarakat yang berjuang 

mempertahankan kehidupan mereka di tengah tekanan eksternal yang terus menerus.

Pada tahun 2023, petani Loeha Raya mencapai salah satu kemenangan penting melalui aksi yang memaksa 

PT Vale Indonesia untuk menghentikan eksplorasi tambang di beberapa wilayah pertanian. Aksi ini 

merupakan hasil dari mobilisasi dan tekanan yang dilakukan oleh petani dan para pendukungnya, yang 

berhasil menyoroti dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap lahan pertanian yang sangat vital 

bagi kehidupan mereka. Meskipun ini adalah kemenangan kecil, dampaknya signi�ikan dalam menegaskan 

hak petani untuk mengelola dan mempertahankan tanah mereka dari ancaman ekspansi tambang yang 

merusak.

Selain aksi langsung, petani lada juga melakukan advokasi yang strategis di tingkat pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. Mereka menuntut agar pemerintah segera mencabut konsesi PT Vale Indonesia di Blok 

Tanamalia dan memperkuat regulasi yang melindungi lahan pertanian dari konversi menjadi area 

pertambangan. Tekanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada dapat 

melindungi hak-hak petani dan keberlanjutan pertanian mereka.

Namun, meskipun upaya advokasi ini menunjukkan niat dan keteguhan para petani, hasil yang diperoleh 

masih jauh dari memadai. Peraturan pusat yang relevan mengenai aktivitas pertambangan di zona 

pertanian tertentu belum diterbitkan, menandakan kurangnya respons dan kepedulian dari pihak 

berwenang terhadap kebutuhan mendesak masyarakat lokal. Ketidakpastian regulasi dan lambatnya 

proses administrasi ini menciptakan kekosongan hukum yang memudahkan perusahaan tambang untuk 

terus melakukan ekspansi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara upaya advokasi yang dilakukan oleh petani dan 

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Jika peraturan yang diperlukan tidak segera diterbitkan dan 

diimplementasikan, maka perjuangan para petani akan semakin sulit dan mungkin tidak membuahkan hasil 
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yang diharapkan. Dalam konteks ini, perjuangan petani Loeha Raya tidak hanya menggambarkan kon�lik 

antara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyoroti tantangan sistemik dalam perlindungan hak-hak 

masyarakat di bawah tekanan korporasi besar. Upaya yang dilakukan oleh petani dan pendukung mereka 

adalah contoh nyata dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, 

namun hasil dari perjuangan ini akan sangat bergantung pada respons dan tindakan yang diambil oleh pihak 

berwenang.

Diversi�ikasi	Usaha	Pertanian
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Data	Kedaulatan	Petani	Lada	Loeha	Raya

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pertanian lada di Loeha Raya, berikut adalah 

beberapa data penting yang dapat dijadikan acuan: berdasarkan data WALHI Sulawesi Selatan, 2023

Masyarakat Loeha Raya sangat bergantung pada perkebunan merica. Hampir ± 90% masyarakat bekerja 

sebagai petani merica. Total luasan lahan yang dimanfaatkan sebagai kebun merica oleh masyarakat 

berkisar 4.239,8 Ha dengan hitungan tiap satu hektar lahan telah ditanami 1.850 sampai 2.000 pohon 

merica. Seperti yang dibahasakan sebelumnya bahwa dari 4.239,8 Ha lahan perkebunan merica milik 

masyarakat Loeha Raya dapat menghasilkan kurang lebih 24.544 ton merica tiap tahunnya dan jika 

dirupiahkan maka hasilnya mencapai 1,1 Triliun.

Selain itu, berdasarkan hasil hitungan Nilai Ekonomi Total (TEV) Kawasan Tanamalia Di Pegunungan 

Lumereo-Lengkona angka yang sangat besar yakni mencapai Rp 3.637.830.555.050 (Tiga Triliun Enam 

Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Puluh 

Rupiah). Angka tersebut bukan hanya sekedar perhitungan dari manfaat keberadaan kebun merica, tetapi 

juga manfaat dari jasa ekosistem hutan serta danau. Perhitungan ini tentu menjadi acuan kerugian bagi 

masyarakat Loeha Raya. Jika tambang beroperasi bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami 

masyarakat, petani, buruh tani, perempuan, serta aktor lain yang mendapat manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari perputaran ekonomi di Kawasan Tanamalia.

4.239	Ha
(2023)
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(2023)

Jumlah Petani 
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dalam Aksi 

Protes:
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Dengan keseluruhan luas lahan serta volume produksi merica di Loeha Raya tiap tahunnya, maka 

didapatkan angka sebesar 3 % dari luas areal dan 29,2 % volume produksi merica di Indonesia berada di 

Tanamalia, Loeha Raya. Artinya, keberadaan perkebunan merica di Loeha Raya memiliki peranan yang 

penting bagi perkembangan ekspor merica di Indonesia.
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Dengan keseluruhan luas lahan serta volume produksi merica di Loeha Raya tiap tahunnya, maka 

didapatkan angka sebesar 3 % dari luas areal dan 29,2 % volume produksi merica di Indonesia berada di 

Tanamalia, Loeha Raya. Artinya, keberadaan perkebunan merica di Loeha Raya memiliki peranan yang 

penting bagi perkembangan ekspor merica di Indonesia.
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Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, masa depan pertanian lada Loeha Raya masih memiliki 

harapan jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku 

kepentingan. Petani Loeha Raya telah menunjukkan bahwa melalui solidaritas, inovasi, dan advokasi, 

mereka mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah tekanan yang ada.

Namun, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa kedaulatan petani atas tanah 

mereka tetap terjaga. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus terus mendukung 

petani dengan menyediakan akses terhadap teknologi, pasar, dan perlindungan hukum yang memadai. 

Dengan demikian, petani Loeha Raya dapat terus berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal, 

sambil menjaga warisan budaya dan lingkungan yang telah mereka rawat selama berabad-abad.

Masa	Depan	Pertanian	Lada	Loeha	Raya Perjuangan	Panjang	Masyarakat
Bulukumba	Melawan	PT	London	Sumatera

(Lonsum)

Ditulis	oleh:	Fitrah	Yusri

Salah satu daerah di Kabupaten Bulukumba dikenal dengan Budaya dan adat istiadatnya 

yang masih kental dan masih terjaga, daerah itu ialah Kajang. Akan tetapi di balik kentalnya 

nilai budaya dan adat istiadat masyarakat ternyata menyimpan sejarah yang sangat 

panjang. Sejarah tentang bagaimana perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak-

hak dan lingkungan mereka dari perusahaan perkebunan karet yang telah beroperasi 

selama puluhan tahun yakni PT Lonsum.

Awalnya, PT Lonsum atau yang dikenal dengan sebutan London Sumatera telah mengalami 

beberapa kali pergantian nama yang dimana nama awalnya yakni NV. Celebes, lalu berganti 

menjadi PT Perkebunan Sulawesi, kemudian berganti menjadi PT. London Sumatera 

Sulawesi, dan terakhir berubah nama menjadi PT Lonsum (London Sumatera). PT Lonsum, 

perusahaan karet yang dikenal sebagai perusahaan perkebunan, memiliki area konsesi di 

berbagai provinsi. Awalnya, perusahaan ini masuk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 

1919 dengan status Hak Erfpacht (menggunakan  dan memanfaatkan tanah dalam jangka 
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waktu tertentu) yang dimana pada masa itu diputuskan melalui keputusan Gubernur Jendral 

Hindia Belanda dan beroperasi di atas lahan 7.092,58 Hektar.

Pasca Indonesia merdeka aturan diubah menjadi undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang termasuk didalamnya mengatur tentang 

Hak Guna Usaha (HGU). Selang kemudian PT. Lonsum mengajukan permohonan Hak Erfpacht 

untuk diubah menjadi Hak Guna Usaha, pada masa itu PT. Lonsum bernama PT. Perkebunan 

Sulawesi tahun 1960-1963.

Perjuangan	Panjang	Masyarakat
Bulukumba	Melawan	PT	London	Sumatera

(Lonsum)

TAHUN	 KETERANGAN	

Tahun 1977-1978	 Kodam Hasanuddin melalui PangDAM Brigjen Kusnadi dan 
Kepala Staf Kolonel Andi Oddang, merampas tanah rakyat 
seluas 150 Ha. Di Dusun Balihuko 	

Tahun 1986-1988 ● Kampung ompoa sekarang menjadi Kukumba 

menggusur kurang lebih 20 rumah, kebun dan 

sawah 

● Kampung tangkulua, menggusur 201 rumah dan 4 

dibakar 

● Kampung bukia, terjadi lagi penggusuran 9 rumah, 

sawah dan kebun 

● Kampung batulapisi, terjadi penggusuran 475 

rumah dan kebun 

● Kampung AllaE dan sarrea, terjadi penggusuran 

areal kebun milik petani 

● Kampung pangisokan, terjadi penggusuran rumah -

rumah dan kebun milik petani  

● Petani yang melakukan perlawanan dipenjarakan di 

Polres Bulukumba, Kantor Kodim, dan disekap di 

kantor PT. PP Lonsum di kantor Palangsiang  

● Petani yang tidak tahan intimidasi mengungsi ke 

Malaysia, Kolaka, Makassar, Kecamatan Kajang, dan 

Kecamatan Herlang 

● Tanah yang dirampas kurang lebih 500 Ha  

 
Tahun 1994-1995 Perluasan lahan perkebunan dengan sistem plasma 

(pemaksaan “Kerjasama” antara [petani dan PT. PP Lonsum 
● Kampung tokasi, Bulugahada, Buki -buki dan 

Balihuko 

● Petani terpaksa menggusur lahan sendiri dan 

mengganti dengan tanaman karet  

● Petani berhutang pada PT. PP Lonsum Rp. 

5.000.00,- per-Hektar untuk membiayai bibit karet 

dan saran produksi lainya, utang tersebut dibayar 

utang yang telah dibayarkan pada PT. PP Lonsum  

● Luas areal plasma kurang lebih 139 Ha  

 

Sejarah	Perluasan	Areal	PT.	PP	Lonsum	

TAHUN	 KETERANGAN	

Tahun 1979	 Desa Balong 300 Ha menggusur rumah, 

sawah dan kebun 

Tahun 198-1982 Desa Bonto Biraeng 540,46 Ha dengan 

menggusur 500 rumah, sawah dan kebun 

 

Tahun 1984 ● Desa Jojolo (Kampung Bontoa) 373 

Ha menggusur beberapa dan kebun 

Tahun 1984-1989 Desa Tommatto, 500 Ha dengan menggusur 

705 rumah, membakar 4 rumah, menggusur 

sawah dan kebun  

1986-1988 Penggusuran terjadi pada 6 kampung yakni 

kampung Ompoa, Tangkulua, Bukia, 

Batulapisi, Pangisokang, dan Kampung AllaE  

Tahun 1989 ● Desa Tibano kurang leboh 500 Ha 

● Desa Desa Tugondeng, 30 Ha 

Tahun 1992 Desa Sangkala 

Tahun 1994 Desa Salassae menggusur kebun dan sawah 

tidak berhasil ditanami karet karena petani 

melawan 

 

Awal masuknya perkebunan karet tersebut membawa angin segar bagi masyarakat dan hal itu 

disambut baik oleh masyarakat dengan harapan bahwa kehidupan mereka akan membaik. 

Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa aktivitas PT. Lonsum 

sangat merugikan masyarakat setempat, dan janji-janji yang diberikan hanyalah ilusi belaka. 

Tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan kini telah berubah menjadi kawasan 

HGU perusahaan perkebunan karet. Kehidupan yang semakin terbatas membuat mata 

pencaharian warga juga semakin berkurang akibat ekspansi yang terus-menerus dilakukan 

oleh pihak perusahaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan tanah, meskipun 

menghadapi tekanan yang begitu massif. Masyarakat yang telah hidup di tanah ini secara 

turun-temurun tak pernah lelah berjuang hingga hari ini, demi hidup sejahtera di tanah yang 

diwariskan oleh leluhur mereka. Perjuangan ini adalah simbol keteguhan hati dan keberanian 

dalam mempertahankan hak-hak mereka dari cengkeraman kekuasaan yang tidak pro 

masyarakat. Meskipun mereka telah menghadapi berbagai rintangan, termasuk kriminalisasi 

dan intimidasi, mereka tetap yakin bahwa perjuangan untuk kebenaran adalah amanah yang 

harus diwariskan kepada generasi. 
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Sejarah	Perluasan	Areal	PT.	PP	Lonsum	

TAHUN	 KETERANGAN	
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diwariskan oleh leluhur mereka. Perjuangan ini adalah simbol keteguhan hati dan keberanian 

dalam mempertahankan hak-hak mereka dari cengkeraman kekuasaan yang tidak pro 
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KABAR	TERKINI

Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum akan segera berakhir, dan perusahaan tersebut berencana 

untuk memperpanjangnya. Untuk itu, Panitia B yang dibentuk oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan mengundang beberapa lembaga/NGO serta 

kelompok masyarakat yang telah dirugikan, guna meninjau ulang lokasi yang menjadi objek 

sengketa. Berikut tanggapan Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dari hasil proses 

peninjauan lapangan yang dilakukan oleh panitia B:

• Bahwa dalam proses peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 

2024, Panitia B tidak mengakomodir seluruh lahan masyarakat yang berada dalam 

klaim wilayah konsesi HGU PT. Lonsum Indonesia, Tbk;

• Bahwa pada saat peninjauan lapangan, panitia B tidak partisipatif dengan tidak 

melakukan peninjauan terhadap beberapa wilayah yang diajukan oleh masyarakat 

pemilik lahan yang diklaim oleh PT. Lonsum Indonesia, tbk;

• Bahwa adapun beberapa lahan dalam klaim wilayah konsesi HGU PT.Lonsum 

Indonesia, Tbk yang tidak dilakukan peninjauan tersebut, diantaranya:

a. Wilayah Desa Balleanging, Kampung Palehe dan Kampung Talle Talle

b. Wilayah Desa Swatani, Kampung Ma'ganrang 

c. SD 296 Desa Tamatto, Dusun Posi Tanah

Bahwa terdapat beberapa wilayah peninjauan lokasi tim Panitia B yang merupakan 

wilayah yang tidak pernah dikuasai oleh PT. Lonsum Indonesia, seperti fasilitas umum, 

diantaranya:

a. Fasilitas Wisata dan Kebun masyarakat di Bulu Padido, Desa Tamatto, Dusun 

Tamappalalo

b. Wilayah pemukiman warga antara Puskesmas Ballenganging sampai SDN 225 

Tamatto, Desa Tamatto, Dusun Possitanah;

c. Kantor Desa Bonto Mangiring;

• Bahwa, terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian antara peta usulan pembaharuan 

HGU PT. Lonsum Indonesia,tbk dengan peta yang dipublikasikan oleh Kementerian 

ATR/BPN dalam sistem informasi BHUMI ATR/BPN, terkait peninjauan lokasi yang 

dilakukan oleh Panitia B yang merupakan wilayah yang tidak termasuk konsesi HGU 

PT. Lonsum Indonesia, Tbk dengan berdasarkan patok batas HGU existing di 

lapangan, diantaranya:

a. Kantor Desa Tamatto;

b. Wilayah pemukiman desa Bonto mangiring, Dusun Bulosanni dari Fasilitas 

Umum Sekolah SDN 333 Tibona sampai batas desa Bonto biraeng;

• Bahwa terdapat kesalahan peruntukkan lokasi dalam peta usulan pembaharuan HGU 

PT. Lonsum Indonesia, tbk yang memasukkan HGB (Hak Guna Bangunan) menjadi 

HGU (Hak Guna Usaha), yang mengindikasikan terdapatnya kekeliruan klaim lahan 

HGU PT. Lonsum Indonesia, Tbk;

• Bahwa terdapat aktivitas PT. Lonsum Indonesia, Tbk yang melakukan penutupan 

sumber air yang diperuntukkan untuk pengairan persawahan warga dan upaya 

mengubah bentang alam berupa rawa yang merupakan daerah resapan air di Desa 

Balong;

• Bahwa terdapat komoditas tanaman sawit dalam konsesi HGU PT. Lonsum Indonesia, 

Tbk yang tidak bersesuaian dengan izin komoditi Perusahaan di Desa Balong, Dusun 

Bontoa;

• Bahwa terdapat fakta lapangan dan hasil veri�ikasi tim Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kab. Bulukumba, berdasarkan Surat Tugas No. 306/ST-DD/IX/2018, 

terdapat fasilitas umum berupa perkuburan di Desa Bonto Mangiring yang telah 

dirusak oleh pihak PT. Lonsum Indonesia, Tbk;

ALARM	SULAWESI	SELATAN 2024 ALARM	SULAWESI	SELATAN 2024

Bahwa berdasarkan atas hasil peninjauan lapangan tersebut, dengan ini perkenankan kami 

mengajukan	 tanggapan	atas	hasil	peninjauan	lapangan	di	maksud,	dengan	poin	yang	

kami	urai	sebagai	berikut:
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mengajukan	 tanggapan	atas	hasil	peninjauan	lapangan	di	maksud,	dengan	poin	yang	
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• Bahwa dengan merujuk Pasal 141 ayat (1) huruf (b) tentang Peraturan Menteri Agraria Dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 

Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah terkait tugas Panitia B:

“mengadakan	penelitian	dan	pengkajian	mengenai	status	 tanah,	riwayat	tanah	dan	

hubungan	 hukum	antara	 tanah	 yang	 dimohon	 dengan	 Pemohon	 serta	 kepentingan	

lainnya	yang	berkaitan	dengan	tanah”

Maka sudah seharusnya Panitia B dapat mengakomodir seluruh lahan masyarakat yang berada 

dalam klaim wilayah konsesi HGU PT. Lonsum Indonesia, tanpa terkecuali. Jika dalam jangka 

waktu yang dijadwalkan oleh Panitia B tidak mencukupi untuk mengakomodir seluruh lahan 

masyarakat yang berada dalam klaim wilayah konsesi HGU PT. Lonsum Indonesia, Tbk, maka 

Panitia B dapat melakukan perpanjangan waktu pemeriksaan tanah, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 136 ayat (2):

“Dalam	keadaan	tertentu	karena	kondisi	geogra�is	atau	adanya	keadaan	kahar	(force	

majeure),	penyelesaian	pelaksanaan	tugas	pemeriksaan	tanah	dapat	melebihi	jangka	

waktu	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	yang	dituangkan	dalam	surat	tugas.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Agar Panitia B tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan pembaruan HGU 

PT. Lonsum Indonesia, Tbk dengan alasan pertimbangan diatas;

2. Mendorong Kantor Wilayah  ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan agar menetapkan eks 

HGU PT. Lonsum Indonesia, Tbk sebagai prioritas penyelesaian kon�lik agraria; 

***
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Fakta !
Pemerintah	Kota	Makassar	Akui	Tutupan	Lahan	Sawah
Makassar	Alami	Penyusutan,	Klaim	Urban	Farming	Jadi	Solusi

Ditulis	oleh:	Muhajirin	dan	Fadila	Abdullah

Dinas Pertanian Kota Makassar mengklaim Pemerintah Kota Makassar menaruh perhatian lebih 

pada sumber daya pangan, khususnya para petani. Dr. Mursyid,SP., MM, Selaku Analis Program 

Pembangunan Pertanian, Dinas Perikanan dan Pertanian juga mengatakan bahwa petani di Kota 

Makassar memperoleh bantuan fasilitas berupa pompa. Anggaran fasilitas itu bersumber dari 

APBD Kota/Provinsi dan juga APBN. Tahun sebelumnya, Pemkot juga mengklaim telah 

memberikan traktor, alat panen, pupuk organik dan hand sprayer.                   

Tanggapan	Pemerintah	Soal	Tutupan	Lahan	Sawah	di	Kota	Makassar

“Termasuk	 memfasilitasi	 bantuan-bantuan	 yang	 mungkin	 ada	 dari	 APBD	 kota,	 APBD	

Provinsi,	kadang	juga	APBN.”	kata dia

Pupuk bersubsidi juga diklaim rutin penyalurannya kepada petani. Hal itu disesuaikan dengan 

penentuan kuota oleh Kementerian Pertanian terhadap petani yang memiliki lahan sawah.

“Secara	rutin	juga	kita	mendistribusikan	bantuan	pupuk	bersubsidi	itu	biasanya	kuotanya	

ditentukan	oleh	Kementerian	Pertanian	bersama	dengan	Kementerian	Keuangan.”	ucap 

dia

Sementara, lahan sawah di Kota Makassar, berdasarkan update pada tahun 2023 berhasil bertahan 

pada angka 1.463 Ha. Sawah di Kota Makassar masih lebih besar dibandingkan dengan tiga 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yakni Palopo, Parepare, dan Selayar.

Kawasan pertanian terluas Kota Makassar berada di Barombong, Kecamatan Tamalate. Setidaknya, 

luas pertanian di wilayah itu mencapai 400 hektare. Jumlah serupa juga terdapat di Manggala dan 

Tallo. Sementara jumlah yang paling sedikit berada di Lakkang, dengan luas mencapai 30 hektar.

Meski begitu, Dinas Pertanian Makassar tak menampik bahwa dalam 10 tahun lalu, luas tutupan 

lahan sawah di Makassar jumlahnya lebih besar. Setidaknya, konversi lahan sawah yang awalnya 

berada pada angka 2.636 hektar per 10 tahun lalu, kini hanya tersisa 1.463 hektare. Salah satu 

penyebabnya adalah peralihan lahan sawah menjadi pemukiman. Untuk menangani persoalan itu, 

Pemerintah Kota Makassar menyiapkan strategi urban farming berupa pemberdayaan Lorong 

Wisata.

Konversi	Lahan	di	Kota	Makassar

Dinas Pertanian mengakui laju konversi lahan pertanian menjadi pemukiman berjalan begitu 

cepat di beberapa wilayah. Salah satunya adalah daerah Sudiang yang sebelumnya terdapat banyak 

tutupan sawah, tiba-tiba terjadi perubahan rencana dari Pemerintah untuk menjadikan daerah 

tersebut menjadi area pemukiman.

Dinas Pertanian sendiri menyebut konversi lahan itu multikompleks. Dinas Pertanian mengaku tak 

masalah jika konversi lahan menyasar wilayah persawahan yang tidak subur. Keluh Dinas 

Pertanian ialah konversi lahan subur. Termasuk lahan sawah yang berhasil melakukan panen 

berkali-kali dalam setahun dan memiliki memiliki irigasi. Terlebih jika saluran irigasi sebelumnya 

pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga, Dinas Pertanian sangat menyayangkan jika 

konversi lahan terjadi di wilayah itu.

Strategi	Pemkot	dalam	Mengembangkan	Pertanian	di	Kota	Makassar

Pemkot Makassar, melalui Program Lorong Wisata, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan 

pekarangan rumah masing-masing. Ruang-ruang kosong di pekarangan rumah-rumah warga bisa 

dialihkan menjadi lahan produktif, dengan mengembangkan media tanam seperti hidroponik, 

polybag dan biofarma. Meski terbatas, namun hal itu membuka peluang bagi warga dalam hal 

ketahanan pangan.

“Misalnya	diperluas	ke	lorong	kita	mendorong	warga	di	lorong	itu	supaya	memanfaatkan	

sisa-sisa	pekarangan	yang	ada.	Kalau	memungkinkan	ada	fasilitas	umum	di	perumahan	itu	

bisa	dimanfaatkan	juga.	Jadi	ada	yang	mengembangkan	hidroponik,	ada	juga	polybag	buah	

dalam	pot,	biofarmaka	untuk	tanaman	obat-obatan.	itu	masih	memungkinkan	sebetulnya	

relatif	terbatas”.Ucap	mursyid

Pemkot juga mengaku bahwa keuntungan pertanian di tengah Kota bisa menghemat biaya 

transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar dan juga bisa didistribusikan langsung kepada 

konsumen.

“Keuntungannya pertanian di Makassar itu kan dia dekat dengan pasar jadi relatif ongkos 

transportasi, ongkos mobilitasnya kan kecil kadang-kadang juga mungkin orang dari 

pasar langsung ke sana”. Tutur dia
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pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga, Dinas Pertanian sangat menyayangkan jika 

konversi lahan terjadi di wilayah itu.

Strategi	Pemkot	dalam	Mengembangkan	Pertanian	di	Kota	Makassar

Pemkot Makassar, melalui Program Lorong Wisata, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan 

pekarangan rumah masing-masing. Ruang-ruang kosong di pekarangan rumah-rumah warga bisa 

dialihkan menjadi lahan produktif, dengan mengembangkan media tanam seperti hidroponik, 

polybag dan biofarma. Meski terbatas, namun hal itu membuka peluang bagi warga dalam hal 

ketahanan pangan.

“Misalnya	diperluas	ke	lorong	kita	mendorong	warga	di	lorong	itu	supaya	memanfaatkan	

sisa-sisa	pekarangan	yang	ada.	Kalau	memungkinkan	ada	fasilitas	umum	di	perumahan	itu	

bisa	dimanfaatkan	juga.	Jadi	ada	yang	mengembangkan	hidroponik,	ada	juga	polybag	buah	

dalam	pot,	biofarmaka	untuk	tanaman	obat-obatan.	itu	masih	memungkinkan	sebetulnya	

relatif	terbatas”.Ucap	mursyid

Pemkot juga mengaku bahwa keuntungan pertanian di tengah Kota bisa menghemat biaya 

transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar dan juga bisa didistribusikan langsung kepada 

konsumen.

“Keuntungannya pertanian di Makassar itu kan dia dekat dengan pasar jadi relatif ongkos 

transportasi, ongkos mobilitasnya kan kecil kadang-kadang juga mungkin orang dari 

pasar langsung ke sana”. Tutur dia



Dalam peningkatan indeks pertanaman, biasanya panen dilakukan sekali per tahun dan ada upaya 

untuk meningkatkan panen menjadi 2 kali dalam setahun. Meski begitu, hasil yang diharapkan 

membutuhkan banyak input, termasuk penyesuaian dengan iklim. Jika upaya yang dilakukan 

masih kurang, akan ada rotasi penanaman dari padi ke palawija, maupun dari padi ke hortikultura.

“Kalau	 di	 sawah	 juga	 kita	 sekarang	 tetap	 berusaha	 untuk	 meningkatkan	 indeks	

pertanaman.	Jadi	kalau	misalnya	ada	sawah	yang	periode	1	tahun	itu	bisanya	cuma	satu	

kali	tanam	masih	ada	usaha	untuk	bisa	meningkatkan	jadi	dua	kali	tanam	menjadi	dua	kali	

panen,	meskipun	kita	juga	perlu	penyesuaian	terhadap	iklim”.	Ujar	dia

Pengakuan lainnya, berupa pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok tani di Kota 

Makassar. Harapannya, petani menggunakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan lahan.

“Tugas	kita	di	sini	ya	berusaha	untuk	mendampingi	petani	supaya	lahannya	jadi	produktif.	

Ada	juga	penyuluhan,	itu	memberikan	pendampingan	kepada	kelompok	tentang	apa	yang	

mereka	butuhkan	supaya	sesuai	dengan	teknologi	yang	dianjurkan”.	kata	dia

Selain itu, Pemkot mengklaim telah menyalurkan informasi kepada pihak terkait soal adaptasi 

perubahan iklim. Hal lain berupa pemilihan benih dan pupuk terbaik sebelum disalurkan kepada 

masyarakat. Tujuannya adalah agar petani lorong memiliki lahan yang produktif.

“Pertemuan	biasanya	kita	laksanakan	sebelum	masuk	musim	tanam,	khususnya	padi.	Di	

sana	 akan	 ada	 semacam	 sesi	 penyampaian	 informasi	 mengenai	 teknologi	 informasi,	

adaptasi	 iklim	 dan	 pemilihan	 benih.	 Di	 akhirnya	 biasanya	 ada	 rekomendasi	 paket	

teknologi	yang	seharusnya	digunakan	termasuk	jadwal	tanam”.	ujar	dia

Sementara itu, Pemkot memberi kewenangan kepada masyarakat yang hendak mengelola lahan 

pekarangan rumah secara mandiri. Dinas Pertanian mengklaim masyarakat tak dipersulit dengan 

dokumen perizinan. Namun, berbeda dengan petani lorong yang telah terkoneksi dengan program 

pemerintah. Mereka akan dibentuk dalam satu kelompok. Sehingga, distribusi alat dan bahan yang 

dibutuhkan lebih mudah dilakukan. Meski begitu, petani yang telah tergabung dalam kelompok 

perlu memperhatikan beberapa persyaratan penerimaan bantuan.

Strategi	Pemkot	dalam	Mengembangkan	Pertanian	di	Kota	Makassar

Yani Troy (59), ketua RT Cokonuri  sekaligus ketua kelompok tani Cokonuri Kel. Gunung Sari, Kec. 

Rappocini Kota Makassar berhasil menyulap lahan pembuangan sampah menjadi kebun 

sederhana. Lahan tersebut adalah milik tetangganya yang tak diberdayakan. Yani sapaan akrabnya, 

menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung, tomat, bawang dayak, cabai, sereh dan lain-

lain. Dia juga menanam jenis sayuran lainnya berupa okra atau bendi. Yani merintis lahan 

pertanian itu pada tahun 2017 dan masih bertahan hingga kini. Setidaknya, dia memegang tiga 

prinsip agar tetap konsisten hingga saat ini.

“Prinsip	yang	harus	dipegang	teguh	agar	bisa	konsisten	itu:	pertama	

pahami	ilmunya,	kedua	bangun	relasi	atau	jejaring,	dan	Ketiga	Uang	

hanya	bonus.	biasanya	orang	lain,	uang	itu	di	nomor	satukan,	baru	

setahun	 jalan	 sudah	 berkelahi.	 prinsip	 inilah	 yang	 membuat	 saya	

bertahan	sampai	tujuh	tahun	seperti	sekarang	ini,” ujar Yani.

Saat ini, Yani tak lagi sendiri. Pertanian yang dikelola telah berhasil membentuk kelompok. 

Kelompoknya itu berhasil terhubung dengan dua instansi pemerintahan, yaitu Dinas Ketahanan 

Pangan serta Perikanan dan Pertanian.

Kelompok tani itu telah memperoleh bantuan benih dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota 

Makassar. Pemerintah juga sempat menawarkan bantuan pestisida, namun Yani menolak tawaran 

itu. Sebab, bagi Yani, pestisida adalah racun bagi tanaman.

“Menggunakan	 pestisida	 berarti	 menggunakan	 racun.	 saya	 tolak	 pestisida	 dan	

pembunuh	hama	karena	saya	bisa	bikin	sendiri.	saya	belajar	di	youtube.	daun	sirsak	

saya	 pakai,	 agar	 bisa	 terhindar	 dari	 hama.	 sereh,	 serangga	 takut	 atau	 tidak	 suka	

dengan	 aromanya.	 jadi	 kita	 tidak	 perlu	 semprot	 pestisida,	 yang	 diajarkan	 ke	

masyarakat	seharusnya	seperti	itu.	 jadi	kita	ramah	lingkungan.	Jika	pakai	pestisida,	

bukan	main	unsur	hara	tanah	itu	akan	habis,”	beber Yani.
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Meski Yani tak menggunakan pestisida, hasil panennya tak pernah kalah saing. Secara kuantitas, 

produktivitas pertanian Yani sebanding dengan kelompok lainnya di Makassar. Namun, hasil 

panennya terbilang lebih sehat dari sayuran lainnya.

“Biasa	hasil	panennya	sama.	 saya	tidak	pakai	 semprot-semprot,	 sama	buahnya,	 tapi	

beda	rasa.	saya	sehat,	bisa	dimakan	di	tempat	dengan	kau	beli	yang	sudah	disemprot	

kimia,” ucap dia.

Pertanian	Organik	Yani	yang	Membuahkan	Hasil

Pertanian organik Yani dan kelompoknya membuahkan hasil. Lelaki paruh baya itu pernah 

menghadiri undangan Bappenas ke Jakarta sebagai satu-satunya kelompok tani di Makassar yang 

menolak pestisida atau pupuk kimia dari pemerintah. Bagi Yani, menjadi petani di kota adalah 

sesuatu yang luar biasa. Sebab, menurut pengamatannya, sebagian besar lahan kosong di Makassar 

tak produktif.

“Petani di desa itu hal biasa. petani di kota itu yang luar biasa. karena bagaimana dia memanfaatkan 

lahan yang tidak produktif. kedua, kita dikelilingi pasar,” tutur dia.

Tantangan yang dihadapi Yani dalam mengelola lahan pertaniannya adalah cuaca. Cuaca yang tidak 

menentu dan kekeringan karena El nino beberapa tahun terakhir merupakan tantangan utama 

bagi petani di kota. Hal inilah yang membuatnya bekerja lebih ekstra dan membutuhkan air yang 

lebih banyak.

“tantangan	 yang	 sering	 dihadapi	 adalah	 persoalan	 cuaca.	 apalagi	 cuaca	 ekstrim.	

biasanya	 cukup	 sekali	 siram,	 jadi	 dua	 kali	 disiram.	 Kalau	 soal	 hama	 tidak	 perlu	

dikhawatirkan	karena	kita	sudah	tahu	penangkalnya”.	Ungkap dia.

***

CERITA 
KAMPUNG

Antara	Pariwisata	dan	Pertanian	di	Bulutana	Malino

Ditulis oleh: Muhammad Hajar, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UNHAS

Malino, sebuah kota yang menarik dan terkenal di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam 

kajian sejarah, Kota Malino menjadi tempat yang digunakan dalam berbagai 

perundingan antara Indonesia dan pihak kolonial Belanda pasca kemerdekaan 

Indonesia. Selain itu, kota ini juga menjadi tempat ditandatanganinya deklarasi 

perdamaian pada tahun 2001 antara pihak Islam dan Kristen yang sebelumnya 

mengalami kon�lik berdarah di Poso, Sulawesi Tengah.

Selain terkenal dalam kajian sejarah, Kota Malino juga menjadi destinasi pariwisata yang 

layak untuk dikunjungi. Lokasinya yang berada di dataran tinggi menjadikan kota ini 

mempunyai banyak tempat yang menarik seperti wisata air terjun, hutan pinus dan 

sebagainya. Selain itu, pengelolaan pariwisata di wilayah Kota Malino dapat dianggap 

salah satu yang terbaik dari tempat-tempat lainnya yang berada di Sulawesi Selatan. 

Berbagai tempat-tempat lainnya di sekitar kota Malino pun telah dikembangkan 

semaksimal mungkin mengingat hasil dari sektor pariwisata sangat menggiurkan dan 

tak pernah sepi pengunjung. Bagi saya sendiri yang sering menghabiskan akhir pekan 

dengan hiking di gunung-gunung maupun bukit-bukit, Kota malino menjadi tempat 

persinggahan wajib mengingat banyak pilihan tempat untuk aktivitas saya yang berada 

di sekitaran atau setidaknya melewati Kota Malino seperti Gunung Bawakaraeng, 

Gunung Lehe Lompoa, Gunung Bahonglangi, Lembah Ramma dan lain-lain.
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Perkembangan signi�ikan sektor pariwisata di wilayah Malino kemudian berdampak juga 

terhadap wilayah di sekitarnya, salah satu wilayah yang dimaksud adalah Kelurahan 

Bulutana. Hal ini karena akses dan jarak dari Kota Malino ke wilayah yang terdiri dari 

empat lingkungan ini sangat terjangkau dan mudah sehingga kadang kala menjadi 

alternatif bagi wisatawan yang ingin menjelajahi sekitar Malino. 

Akan tetapi perkembangan sektor pariwisata dapat mengakibatkan gesekan dengan 

sektor lainnya termasuk di Kelurahan Bulutana.  Sektor pertanian menjadi salah satu 

sektor yang bergesekan dengan perkembangan sektor pariwisata. Lahan-lahan pertanian 

yang terbatas  harus berhadapan dengan masifnya permintaan lahan untuk sektor 

pariwisata. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat bagaimana 

gesekan yang terjadi.

Perkembangan sektor pariwisata di Kelurahan Bulutana tidak terlepas dari 

berkembangnya pariwisata di Malino. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota 

Malino ini kadang menjadi tempat alternatif untuk dikunjungi oleh para wisatawan yang 

berkunjung ke sekitar Malino. Kondisi akses jalan ke Bulutana juga sudah sangat baik. 

Selain itu, daerah ini memang menyediakan berbagai spot yang menarik untuk para 

wisatawan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendukung 

perkembangan pariwisata di suatu wilayah.

Perkembangan pariwisata di Bulutana kemudian menjadi peluang yang menjanjikan bagi 

mereka yang dapat memanfaatkan peluang tersebut. Akibatnya tidak sedikit investor 

yang ingin terlibat dalam dunia pariwisata di Bulutana. Para investor ini berbondong-

bondong membeli lahan dari para petani dengan harga yang tentunya sangat 

menggiurkan. 

Sektor Pertanian di Bulutana

Letak geogra�is Kelurahan Bulutana dapat dikatakan sangat mendukung aktivitas 

pertanian padi yang menjadi sumber penghidupan utama. Tentu sedikit berbeda dengan 

wilayah lainnya di Sulawesi Selatan seperti Sidrap dan Pinrang yang mempunyai petak-

petak sawah yang luas, petak-petak sawah di Bulutana lebih kecil mengingat kemiringan 

lahan di wilayah ini. Menurut masyarakat, aktivitas pertanian padi di wilayah ini sendiri 

telah dilakukan sejak turun temurun. Selain dari bertani padi, masyarakat juga menambah 

sumber penghidupan dari perkebunan seperti kopi, cengkeh dan budidaya tanaman 

hortikultura namun dalam skala yang lebih kecil.

Memahami Lebih Jauh Potret Wisata dan Pertanian
 di Bulutana Melalui Riset Lapangan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sektor pariwisata dianggap dapat berdampak pada  

sektor pertanian di Kelurahan Bulutana. Untuk itu, dalam mempelajari gesekan-gesekan yang 

ditimbulkan sektor pariwisata terhadap sektor pertanian di Bulutana, saya dan teman-teman dari 

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sulawesi Selatan kemudian melakukan riset 

mengenai kehidupan petani yang ada di Kelurahan Bulutana, sebuah kelurahan yang berbatasan 

langsung dengan Kota Malino. Riset ini dilakukan dua kali turun lapangan yaitu pada tanggal 10-14 

Juni dan 6-7 Juli 2024.

Kunjungan	Pertama	Juni	2024

Pada riset ini, saya dan tiga orang dari teman-teman Walhi Sulsel (Kak edar dan Reski) berangkat 

dari Kantor Walhi Sulsel, Makassar pada 10 Juni. Adapun Kak Tio akan bergabung pada 11 Juni. Ada 

dua agenda yang dilakukan pada riset pertama ini. Yang pertama adalah meninjau tentang 

pertanian organik yang telah diprogramkan oleh Walhi Sulsel sebelumnya di Lingkungan Parang 

Bugisi. Yang kedua adalah wawancara dengan masyarakat yang terkait aktivitas pertanian di 

Kelurahan Bulutana serta pengaruh sektor pariwisata terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk agenda peninjauan pertanian organic sendiri, dilakukan dengan mengunjungi langsung 

petak-petak persawahan yang sebelumnya dianggap ikut dalam program pertanian organic yang 

berada di Lingkungan Parangbugisi. Selain itu, wawancara juga dilakukan mengenai kehidupan 

petani serta dampak yang telah dirasakan dari program pertanian organik. Mengenai agenda 

wawancara tentang kehidupan petani, tim riset disebar untuk memaksimalkan waktu yang ada. 

List pertanyaan yang ditanyakan memuat sejarah dan sumber penghidupan, ekosistem pertanian 

dan akses atas lahan serta ancaman dan kerentanan petani. Total terdapat 44 orang yang 

berpartisipasi dalam wawancara ini.

Kunjungan	Kedua	Juli	2024

Pada riset ini saya dan dua orang dari teman-teman Walhi Sulsel (Kak Reski dan Tio). Pada riset kali 

ini adapun agenda yang dibawa adalah wawancara mendalam mengenai beberapa topic seperti 

sejarah pertanian di Bulutana dan minat anak muda dalam dunia pertanian dan lain-lain. Tujuan 

dari riset kedua ini adalah untuk memperkuat data-data yang telah didapatkan pada riset di bulan 

Juni.

Sektor Pariwisata di Bulutana
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Dampak Wisata ke Sektor Pertanian:
Catatan Ringkas Temuan Hasil Riset

Dari riset yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa memang terjadi gesekan antara sektor 

pariwisata dengan pertanian. Gesekan yang dimaksud yaitu beralif fungsinya lahan 

pertanian menjadi area pariwisata. Adanya perkembangan pariwisata telah mendorong 

pembangunan yang besar-besaran infrastruktur dalam bidang tersebut. Akhirnya lahan-

lahan pertanian yang ada berubah fungsi. Adanya anggapan bahwa penghasilan dari sektor 

pertanian jauh lebih kecil dari sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong alih fungsi 

lahan. 

Dan jika melihat data dari lapangan, tampaknya sebagian besar hasil pertanian hanya 

digunakan untuk kebutuhan makan saja, adapun untuk kebutuhan lainnya masyarakat 

harus mencari dari sektor lain seperti perkebunan, buruh dan tentu saja sektor pariwisata. 

Selain itu salah satu dampak yang besar di sektor pertanian akibat gesekan pariwisata 

adalah penjualan sawah-sawah yang hampir sebagian besarnya beralih fungsi menjadi 

sektor pariwisata. 

Alasan Warga Massif Menjual Lahan Pertanian

Berikut beberapa penyebab yang dianggap mendorong penjualan lahan di Bulutana:

A.	Kebutuhan	yang	memerlukan	biaya	besar

Seringkali masyarakat memerlukan dana untuk kebutuhan yang penting 

(pendidikan anak, pengobatan dan lain-lain), sedangkan hal itu memerlukan biaya 

yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Basri (60 tahun): “Sudah semua dijual 

tanah untuk pendidikannya anak, na darimana ki ambil uang kalau bukan dari jual 

tanah”. Akibatnya pilihan yang ada adalah menjual lahan pertanian mengingat 

penghasilan dari sektor ini juga sangat kecil. 

B.	Minat	generasi	muda	yang	menurun

Faktor lainnya yang mendorong penjualan lahan adalah minat para pemuda yang 

menurun. Hal ini juga berkaitan dengan anggapan bahwa penghasilan sektor 

pertanian sangatlah kecil sehingga para pemuda lebih sedikit peminatnya untuk 

meneruskan hidup dari sektor pertanian. Selain itu, bagi mereka yang sudah 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akan disibukkan oleh pendidikan 

maupun pekerjaan-pekerjaan nantinya sehingga kemungkinan untuk pulang 

kampung bertani akan semakin kecil kemungkinannya. Seperti yang diungkapkan 

Nuzul, seorang pemuda:

Memang	saya	lihat	minatnya	anak	muda	kembali	bertani	sudah	mulai	

mi	menurun.	Ada	mungkin	yang	berminat,	tapi	bagi	mereka	yang	sibuk	

diluar	 kota	 baik	 dengan	 pendidikan	 atau	 pekerjaan,	 mau	 mi	 diapa.	

Palingan	orang	lain	mami	yang	kerjai”

Akhirnya para petani yang sudah tidak mampu mengelola sawahnya harus mencari 

opsi lain agar sawahnya tetap produktif dengan menyewakan atau sistem bagi 

hasil. Selain itu opsi lainnya yang sering dipilih adalah menjual lahan tersebut. 

Sejalan dengan ungkapan Pak Akbar Cina, Kepala Lingkungan Pallangga:

“Sudah	 tidak	 berminat	 mi	 anakku,	 	 mungkin	 nanti	 kalau	 sudah	

kuwariskan	mi	tanah	ke	anakku,	palingan	orang	lain	mami	kerjai	na	

bagi	 hasil	 ki	 atau	 dia	 jual	 tanahnya	 sekalian	 karena	 mahal	 harga	

tanah”

C.	Harga	lahan	yang	menggiurkan

Peluang pariwisata yang besar menjadikan lahan-lahan di Bulutana dilirik oleh 

berbagai investor. Adanya ketertarikan yang besar tersebut menjadikan 

penawaran lahan-lahan di Bulutana sangat tinggi terutama oleh investor dari luar 

daerah.  Untuk saat ini akses jalan menjadi salah satu penentu dari penawaran 

tanah di lingkungan Bulutana oleh para investor dari luar Sejalan dengan 

pernyataan Bapak Kepala Lurah Bulutana:

selama	 terdapat	 akses	 ke	 suatu	 lahan	maka	 selama	 itu	 pula	 lahan	

tersebut	akan	ditawari	dengan	harga	yang	sangat	tinggi	oleh	mereka	

yang	ingin	berinvestasi	dalam	sektor	pariwisata	di	Bulutana.	Makanya	

saya	juga	mau	ber�ikir	dua	kali	kalau	misalnya	mau	diperbaiki	semua	

jalanan.	Takutnya	masyarakat	mau	semuami	menjual,	sedangkan	kita	

tidak	bisa	melarang	mereka”

Demikian pula dengan pernyataan Pak Akbar Cina:

“Tapi	kalau	orang	luar	mi	masuk	pasti	ki	 langsung	na	beli	biar	harga	

yang	 ditawari	 dua	 kali	 lipat	 dari	 harga	 yang	 ditawarkan	 ke	 sesama	

orang	Bulutana,	apalagi	kalau	bagusmi	jalanan	masuk”

Tentunya bagi masyarakat yang sedang membutuhkan biaya yang besar  atau 

menganggap lahannya sudah tidak produktif karena sudah tidak mampu 

mengelola dan diperkuat oleh anak-anak mereka yang sudah tidak berminat 
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bertani berkemungkinan besar memilih opsi menjual tanah ke investor-investor 

tersebut. Selanjutnya tanah yang dijual akan dialih fungsikan oleh para pemilik 

baru menjadi vila-villa, penginapan maupun lainya yang sebagian besar bergerak 

dalam bidang pariwisata.

Dampak Dari Penjualan yang Massif

Adanya penjualan tanah yang besar-besaran oleh masyarakat lokal kepada 

para pendatang akan menyebabkan masalah terhadap posisi pemukiman 

mereka yang tergusur dan seringkali posisi masyarakat lokal malah berada di 

posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini karena harga lahan yang berada 

disekitar jalan-jalan utama akan ditawari oleh investor dengan harga yang 

sangat tinggi. Lama kelamaan jika hal ini dibiarkan semua tanah yang berada di 

sekitar jalan semuanya akan menjadi orang pendatang. Sejalan dengan apa 

yang dikatakan Pak Akbar Cina:

“Makanya	 semakin	 dijual	 ki	 tanah,	 orang	 orang	 	 lokal	 semakin	

terpinggirkan	 ki	 dari	 jalanan.	 Contoh	 na	 itu	 seperti	 kota	malino,	

rumah-rumah	di	depan	jalan	poros,	orang-orang	pendatang	semua	

ji,	pengusaha,	orang	cina,	dan	orang	aslina	orang	malino	itu	pasti	

dipinggir	 pinggir	 sekali	 dekat	 jurang	mi.	 kalau	 di	 Bulutana	 yang	

hampir	mi	mirip	Kota	Malino	itu	Parang	Bugisi.	Itu	rumah-rumah	

cantik	dekat	jalanan,	na	orang	pendatang	semua	ji	itu”

A.	Terpinggirkannya	pemukiman	masyarakat	lokal.

Masyarakat pribumi seringkali bergantung pada tanah dan sumber daya alam 

untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Penjualan lahan kepada pihak luar dapat 

mengurangi akses mereka terhadap sumber daya ini, yang dapat berdampak 

pada ketahanan pangan, mata pencaharian, dan kualitas hidup mereka. 

B.	Bagi	masyarakat	lokal,	terjadi	pengurangan	akses	ke
					sumber	daya	alam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penjualan lahan akan mengurangi 

akses masyarakat lokal ke sumber daya alam, sedangkan masyarakat lokal 

sering kali mengandalkan tanah untuk kegiatan ekonomi tradisional mereka. 

Penjualan lahan dapat mengganggu sistem ekonomi lokal mereka, 

menyebabkan kehilangan mata pencaharian, dan mengurangi kesejahteraan 

ekonomi mereka. Seperti yang terjadi dengan Pak Basir yang telah menjual 

C.	Ekonomi	dan	Kesejahteraan

semua lahannya, untuk memenuhi kebutuhannya, beliau harus bekerja sebagai 

buruh tani yang tentu hasilnya tidak seberapa. Selain itu meskipun terdapat 

opsi sebagai buruh atau sektor lainnya yang kebanyakan pekerja kasar, tentu 

bukan pilihan untuk kebutuhan jangka panjang.

Apa yang dapat dilakukan?

Menurut penulis, aktor utama dari penjualan tanah di Kelurahan Bulutana 

adalah pemilik tanah itu sendiri.  Para pemilik tanah terpaksa menjual tanah 

untuk suatu kebutuhan yang memerlukan biaya besar sedangkan hasil dari 

lahan tidak mampu memenuhi biaya yang diperlukan. 

Pak	Akbar	Cina	(Kepala	Lingkungan	Palangga):

“Saya	terus	terang	sebagai	kepala	lingkungan	tidak	bisa	juga	berbuat	

apa-apa	kalau	ada	masyarakat	mau	jual	tanahnya”

Pak	Kepala	Lurah	Bulutana

“Tidak	bisaki	juga	larang-larang	masyarakat	kalau	ada	yang	mau	jual	

tanahnya,	itukan	haknya	dia,	dia	yang	punya	tanah.	Apalagi	kalau	

perlu	mi	uang”

Untuk itu jalan pertama yang harus dilakukan sebagai solusi dalam menekan 

penjualan tanah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal itu 

sendiri. Masyarakat lokal yang sejahtera tentu akan menekan keinginan  

menjual tanah karena hasil dari lahan mereka sudah dapat menutupi biaya 

keperluan yang ada. 

***
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rumah-rumah	di	depan	jalan	poros,	orang-orang	pendatang	semua	

ji,	pengusaha,	orang	cina,	dan	orang	aslina	orang	malino	itu	pasti	

dipinggir	 pinggir	 sekali	 dekat	 jurang	mi.	 kalau	 di	 Bulutana	 yang	

hampir	mi	mirip	Kota	Malino	itu	Parang	Bugisi.	Itu	rumah-rumah	

cantik	dekat	jalanan,	na	orang	pendatang	semua	ji	itu”

A.	Terpinggirkannya	pemukiman	masyarakat	lokal.

Masyarakat pribumi seringkali bergantung pada tanah dan sumber daya alam 

untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Penjualan lahan kepada pihak luar dapat 

mengurangi akses mereka terhadap sumber daya ini, yang dapat berdampak 

pada ketahanan pangan, mata pencaharian, dan kualitas hidup mereka. 

B.	Bagi	masyarakat	lokal,	terjadi	pengurangan	akses	ke
					sumber	daya	alam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penjualan lahan akan mengurangi 

akses masyarakat lokal ke sumber daya alam, sedangkan masyarakat lokal 

sering kali mengandalkan tanah untuk kegiatan ekonomi tradisional mereka. 

Penjualan lahan dapat mengganggu sistem ekonomi lokal mereka, 

menyebabkan kehilangan mata pencaharian, dan mengurangi kesejahteraan 

ekonomi mereka. Seperti yang terjadi dengan Pak Basir yang telah menjual 

C.	Ekonomi	dan	Kesejahteraan

semua lahannya, untuk memenuhi kebutuhannya, beliau harus bekerja sebagai 

buruh tani yang tentu hasilnya tidak seberapa. Selain itu meskipun terdapat 

opsi sebagai buruh atau sektor lainnya yang kebanyakan pekerja kasar, tentu 

bukan pilihan untuk kebutuhan jangka panjang.

Apa yang dapat dilakukan?

Menurut penulis, aktor utama dari penjualan tanah di Kelurahan Bulutana 

adalah pemilik tanah itu sendiri.  Para pemilik tanah terpaksa menjual tanah 

untuk suatu kebutuhan yang memerlukan biaya besar sedangkan hasil dari 

lahan tidak mampu memenuhi biaya yang diperlukan. 

Pak	Akbar	Cina	(Kepala	Lingkungan	Palangga):

“Saya	terus	terang	sebagai	kepala	lingkungan	tidak	bisa	juga	berbuat	

apa-apa	kalau	ada	masyarakat	mau	jual	tanahnya”

Pak	Kepala	Lurah	Bulutana

“Tidak	bisaki	juga	larang-larang	masyarakat	kalau	ada	yang	mau	jual	

tanahnya,	itukan	haknya	dia,	dia	yang	punya	tanah.	Apalagi	kalau	

perlu	mi	uang”

Untuk itu jalan pertama yang harus dilakukan sebagai solusi dalam menekan 

penjualan tanah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal itu 

sendiri. Masyarakat lokal yang sejahtera tentu akan menekan keinginan  

menjual tanah karena hasil dari lahan mereka sudah dapat menutupi biaya 

keperluan yang ada. 

***



Ditulis oleh: Muhajirin

Panggung Rakyat
Petani Takalar

Hari semakin gelap, puisi-puisi perlawanan 

bergema di tengah ladang yang ingin dirampas 

o leh  negara .  Orang-orang s i l ih  bergant i 

melantunkan bait-bait yang membakar semangat 

perjuangan para petani dan perempuan yang 

datang dari berbagai desa di Gowa dan Takalar, 

mereka tergabung dalam aliansi gerak rakyat anti 

monopoli tanah (GRAMT), Cadika, 16 Agustus 

2024. Malam itu, mereka mengadakan panggung 

rakyat dalam menyambut hari kemerdekaan 

Republik Indonesia ke 79 tahun.

“79	 tahun	 Indonesia	 merdeka,	 tapi	 tidak	 dengan	

rakyatnya.	Apalagi	petaninya”.	Kata	Abdul	Rahman	

di	sela-sela	penampilan.

Abdul Rahman merupakan salah satu petani yang 

dirampas tanahnya oleh PTPN XIV Takalar. Dia 

antusias dan menyambut baik agenda panggung 

rakyat tersebut, sebagai bentuk solidaritas atas 

perjuangan masyarakat polongbangkeng dalam 

merebut kembali tanahnya. Pak Rahman panggilan 

akrabnya, bercerita tentang proses penyerobotan 

tanah yang dilakukan oleh  PTPN XIV Takalar.

“Mereka	awalnya	hanya	mengontrak.	Perjanjiannya	25	tahun,	tapi	lama	kelamaan	semua	

surat-surat	 diambil	melalui	 kepala	 lingkungan	 dan	 kepala	 desa.	Mereka	masuk	 sejak	

tahun	1979”.

Pak Rahman tampak emosi ketika membuka kembali lembar ingatan masa lalunya. Dengan nada 

berat, dia menceritakan bagaimana tanah yang digarapnya, berisi padi yang belum matang diobrak-

abrik oleh PTPN XIV Takalar.

“saya	sendiri	mengalami,	anjo	asengku	nampai	passu,	tenapa	nakunyi.	Masih	butuh	sekitar	

tiga	minggu,	mereka	timbun”.	Artinya	(saya	sendiri	mengalami,	padi	saya	baru	berbuah,	

belum	menguning.	Masih	butuh	sekitar	tiga	minggu,	mereka	timbun).	

PTPN XIV berjanji akan mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya justru sebaliknya. Pak 

Rahman mengutip lirik lagu yang sering dinyanyikan Rhoma Irama “yang kaya semakin kaya, yang 

miskin semakin miskin”. Bagaimana tidak, luas tanah Pak Rahman yang dirampas oleh PTPN XIV 

sekitar 1,6 hektar. Jika digabung dengan luas tanah sanak keluarganya sekitar 10 hektar. Tidak 

sebanding dengan sembako yang dibagikan oleh PTPN XIV yang katanya mensejahterakan itu. 

Pukulan gendang dan sinrilik juga memeriahkan panggung rakyat malam itu. Pukulan gendang 

seperti genderang perang, menjadi simbol bahwa perlawanan akan terus berlanjut, hingga tanah 

kembali kepada para pemiliknya. Para petani dan perempuan tidak akan tinggal diam, seperti yang 

disampaikan oleh mama Ati.

“Nakke mi anne korban rinni ri Gowa, ero' nialle buttaku, ero' ni gusur, mingka kukana, 

langkahi dulu mayatku” (Saya ini korban di Gowa, mau diambil tanahku, mau  digusur, 

tapi saya bilang langkahi dulu mayatku) mama Ati, pemilik lahan tempat panggung 

rakyat dilaksanakan.

***
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"Pengen nikmati yang manis-manis tapi takut 

diabetes? Yuk, coba gula aren cair dari Tropika! 

Rasanya asli bikin nagih, manisnya pas banget, 

dan yang paling penting, bikin kamu jadi 

pahlawan kecil buat hutan kita. Tahu nggak sih, 

setiap teguk gula aren cair, kita lagi nyumbang 

buat lestariin 'rimba terakhir' yang lagi butuh 

banget bantuan kita”

Rasakan Manisnya Alam,

Selamatkan Hutan Kita !

Kenapa harus 
Gula Aren Tropika ?

Lebih Sehat: Kaya nutrisi, indeks glikemik rendah, cocok untuk 
penderita diabetes.

Lingkungan: Diproduksi secara tradisional tanpa merusak alam.

Mendukung Petani Lokal: Membantu meningkatkan kesejahteraan
petani aren.
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Selamatkan Rimba Terakhir

Nah, biar semangat ngebantu hutan makin lengkap, 

kita juga punya t-shirt kece dengan desain 

'Selamatkan Rimba Terakhir'. Pakai t-shirt ini, kamu 

nggak cuma tampil keren, tapi juga lagi ngasih pesan 

ke semua orang kalau kita peduli sama alam.

Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, jadi bagian dari 

perubahan kecil yang bisa bikin dampak besar! 

Dengan membeli gula aren cair dan t-shirt ini, kamu 

udah ikut nyumbang buat masa depan bumi yang 

lebih hijau."

@tropikanks TropikanksJangan Lupa Follow Kami di sosial media :
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